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 Abstract: The purpose of this activity is to determine the success of the 
role of efforts to develop the Gorontalo Class IIA Penitentiary for 
prisoners, one of which is prisoners who have a high level of awareness 
so that there will be no repetition of narcotics crimes (narcotics 
recidivism). The research method used is a type of empirical legal 
research, namely the Sulatul Meltholm research method, which has the 
ultimate function of seeing law in a real sense and studying how law 
works in the social environment. The results of the research obtained on 
the role of Correctional Institutions in efforts to guide recidivist 
perpetrators of narcotics crimes in Gorontalo Class IIA Prisons have not 
been effective. The factors that hinder efforts to provide guidance to 
recidivist narcotics criminals are the lack of differences in guidance 
between narcotics recidivists and non-recidivist perpetrators, 
overcapacity in prisons, a lack of officers, and a low level of supervision. 
The author's suggestions for overcoming existing obstacles are to 
separate the guidance given to narcotics recidivists and non-recidivists, 
improve prison infrastructure, including adding officers, which can 
improve supervision in prisons. 

Keywords: Development, 
Correctional Institutions, 
Recidivism, Crime, Narcotics 

 
Abstrak 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keberhasilan peranan upaya pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana yang memiliki tingkat 
kesadaran yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana narkotika (residivis narkotika). 
Metode penelitian yang digunakan adalah je lnis pelne llitian hukum elmpiris yakni sulatul me ltodel pelne llitian hulkulm 
yang be lrfulngsi ulntulk me llihat hulkulm dalam artian nyata dan me lne lliti bagaimana belke lrjanya hulkulm di lingkulngan 
masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan 
terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo belumlah efektif. Adapun faktor-
faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis narkotika yaitu 
tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis narkotika dan pelaku yang bukan residivis, 
terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran 
dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada 
pelaku residivis narkotika dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para 
petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas. 
Kata kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis, Tindak Pidana, Narkotika 
 
 
PENDAHULUAN 

Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan 

resosialisasi yang membantu mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat 

dengan masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat 

yang bebas dan bertanggung jawab. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas 
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Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan 

Lembaga Pemasyarakatan adalah “Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan 

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” 

Termasuk juga pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika yang 

ditempatkan di dalam lapas untuk menjalani masa hukuman dengan diberikan pembinaan 

sebagai upaya untuk memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi 

narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena 

yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir dan perilaku, serta proses 

interaksi edukatif yang harus dibangun. 

Pembinaan untuk narapidana narkotika sendiri terbilang khusus dikarenakan narapidana 

penyalahgunaan narkotika memiliki masalah dengan psikologisnya yang disebabkan oleh 

penggunaan bahan zat kimia berbahaya yang terkandung didalam narkotika yang 

dikonsumsinya sehingga dapat merusak otak dari si pemakai. Penggunaan obat-obatan 

(narkotika) tanpa indikasi kedokteran adalah salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika. 

Dalam proses pemberian pengobatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan 

berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan 

dan diantara salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perawatan rohani maupun 

jasmani berupa pengobatan dan pemulihan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. 

Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan seringkali dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam memberikan pengobatan 

tersebut. Hal tersebut bisa dilihat karena masih banyaknya pengulangan tindak pidana yang 

dilakukan oleh narapidana setelah keluar dari masa tahanannya. Di kota Gorontalo sendiri, 

pada tahun 2020 kasus residivis narkotika itu sebanyak 24 orang, pada tahun 2021 naik menjadi 

25orang, pada tahun 2022 menurun menjadi 12 orang, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 18 

orang dan pada tahun 2024 baru 1 orang yang residivis.  Seperti data yang penulis temukan 

pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, lapas tersebut memiliki peran yang 

strategis dalam menurunkan tingkat residivis. Upaya penurunan tingkat residivis di kota 

Magelang melalui optimalisasi pembinaan narapidana dan penggunaan beragam pendekatan 

pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana. Salah satu 

bentuk optimalisasi sebagai pencegahan tindak residivis kejahatan dilakukan melalui 

pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis. Dengan begitu, pelaku residivis 

tidak memberikan pengaruh buruk bagi narapidana yang lain. 
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Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, program pembinaan di Lapas Kelas IIA 

Gorontalo dilakukan melalui 3 tahapan, yang pertama adalah Masa admisi atau orientasi seperti 

Pembinaan Kepribadian yang meliputi : (a) Pembinaan Kesadaran beragama, (b) Pembinaan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan 

(d) Pembinaan kesadaran hukum. Kedua, Pembinaan Kemandirian dilakukan melalui program 

(a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti latihan keterampilan menjahit, (b) 

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil seperti pembuatan batako, (c) 

Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan (d) Keterampilan 

untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian seperti bercocok tanam. Selanjutnya 

program pembinaan dilaksanakan secara intramural (didalam lapas) dan ekstramural (diluar 

lapas). Untuk pembinaan ekstramural, warga binaan yang memenuhi syarat sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibina dengan cara membaurkan langsung 

dalam kehidupan masyarakat, Pembinaan semacam ini lazim disebut asimilasi, yang bertujuan 

sebagai bekal kepada narapidana agar mereka bisa berbaur kembali dengan masyarakat setelah 

mereka keluar dari lapas.  

Akan tetapi, program pembinaan yang sudah di uraikan di atas tidak sepenuhnya dapat 

mencapai tujuan atau dapat berjalan dengan baik. Ada apa dengan program pembinaan dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo? Karena menurut saya program pembinaan 

yang sudah di uraikan ataupun di gambarkan di atas sudah cukup memadai dan sangat bagus. 

Ketika pelaku residivis mampu mengikuti program pembinaan di atas, seharusnya mereka 

sudah membawa wajah atau perilaku yang baru di masyarakat. Tetapi kemudian dia masuk 

kembali kedalam lapas, sehingga perlu ada penelitian lagi. Maka dugaan sementara atau 

hipotesa saya adalah program ini belum memadai atau belum maksimal, karena masih terdapat 

residivis yang bisa membuat program pembinaan di dalam tidak dapat berjalan dengan baik 

dengan menghasut narapidana baru untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama ketika 

mereka sudah terbebas dari masa tahanannya.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lelmbaga Pelmasyarakatan (Lapas) adalah le lmbaga nelgara yang melmpulnyai 

kelwelnangan dan kelwajiban belrtanggu lng jawab dalam melnangani kelhidulpan narapidana ulntulk 

melmbina, melrawat, dan melmanulsiakan narapidana yang belrtuljulan agar narapidana seltellah 

kellular dari LAPAS dapat ditelrima kelmbali olelh masyarakat dan melnjadi manulsia yang 

melmpulnyai kelahlian barul selrta kelpribadian barul yang taat hu lkulm dan melnyadarkan bahwa 
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kita hidulp di nelgara Indonelsia yang selgala pelrbulatan dan tindakan kita dapat dipelrtanggulng 

jawabkan dihadapan hulkulm dan disellelsaikan selcara hu lkulm.  

Lelmbaga pelmasyarakatan melrulpakan salah satul lelmbaga pelmelrintah di bidang 

pelmasyarakatan yang melrulpakan Ulnit Pe llaksana Telknis (UlPT) dari Direlktorat Jelndelral 

Pelmasyarakatan di bawah Delpartelmeln Kelhakiman Relpulblik Indonelsia, yang telrmulat dalam 

Kelpultulsan Prelsideln Relpulblik Indonelsia Nomor 15 Tahuln 1984 telntang Sulsulnan Organisasi 

Delpartelmeln yang ikult ambil bagian dalam melnsulkselskan Pelmbangulnan Nasional di bidang 

hulkulm dan pelmbangulnan sellulrulh masyarakat Indonelsia yang melrulpakan pelrwuljuldan dari 

Pellaksanaan Pelmbangulnan Nasional yang belrdasarkan Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar 

1945.  

Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 

Pelngullangan tindak pidana ataul relsidivis melrulpakan selselorang yang tellah mellakulkan 

sulatul tindak pidana kelmbali dalam jangka waktul telrtelntul dan melrulpakan sulatul tindak pidana 

yang belrdiri selndiri yang seljelnis dan tellah dijatulhi hulkulman delngan pultulsan hulkulm yang teltap 

(inkracht). Selcara yu lridis, pelngullangan tindak pidana dapat diartikan selbagai selselorang yang 

mellakulkan keljahatan dan tellah dijatulhi hulkulman pidana delngan sulatul pultulsan hakim yang 

teltap (in kracht van gelwijsdel), kelmuldian ia mellakulkan keljahatan lagi. 

Relsidivismel dalam pelmahaman ulmulm dipahami selbagai su latul istilah lu las yang 

melngacul pada pelrilakul kriminal kambulhan (rellapsel of criminal belhavior), telrmasulk karelna 

sulatul pelnangkapan kelmbali (relarrelst), pelnjatulhan pidana kelmbali (relconviction), dan 

pelmelnjaraan kelmbali (relimprisonmelnt). Relsidivis julga diartikan selbagai orang yang 

mellakulkan pelngullangan tindak pidana. Seldangkan relsidivismel (relcidivism) dimaknai selbagai 

kelcelndelrulngan individu l ataul kellompok u lntulk melngullangi pelrbulatan te lrcella walaulpuln ia suldah 

pelrnah dihulkulm karelna mellakulkan pelrbulatan itu l. Namu ln selbagai su latul konselp dalam hu lkulm 

pidana, selselorang barul dapat diselbult relsidivis atau l mellakulkan pelrbulatan relsidivismel apabila 

orang telrselbult mellakulkan pelngullangan tindak pidana delngan syarat-syarat telrtelntul yang 

kelmuldian dapat belrimplikasi pada pelmbelratan hulkulman baginya. 

Pelngullangan tindak pidana ataul relsidivis melmiliki implikasi selriuls dalam sistelm 

pelradilan pidana, karelna melngindikasikan bahwa u lpaya relhabilitasi ataul hulkulman selbellulmnya 

tidak belrhasil melncelgah pellakul dari mellakulkan keljahatan lagi. Hal ini dapat melnjadi 

pelrtimbangan pelnting dalam melnelntulkan hulkulman apa yang akan dibelrikan kelpada pellakul 

relsidivis. 
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Pelngullangan tindak pidana ataul relsidivis dalam KUlHP tidak diatulr selcara u lmulm dalam 

Bulkul I telntang “Atu lran Ulmulm”, teltapi diatulr selcara khulsuls ulntulk selkellompok keljahatan 

telrtelntul, baik yang belrulpa keljahatan di dalam Bulkul II maulpuln yang belrulpa pellanggaran di 

dalam Bu lkul III. Se llain itu l, KUlHP julga melnsyaratkan telnggang waktu l pelngullangan yang 

telrtelntul. Delngan delmikian, KUlHP melnganult Sistelm Relsidivis Khulsuls, yang artinya: 

“Pelmbelratan pidana hanya dikelnakan pada pelngullangan je lnis-jelnis keljahatan 

(keljahatan/pellanggaran) telrtelntul saja dan yang dilakulkan dalam telnggang waktu l telrtelntul.”  

Pengertian Narkotika 

Istilah narkotika yang dikelnal di Indonelsia dari sisi tata bahasa belrasal dari bahasa 

inggris narcotics yang belrarti obat biu ls, yang sama artinya delngan kata narcosis dalam bahasa 

Yulnani yang belrarti melnidulrkan ataul melmbiu lskan. Narkotika diartikan sulatul zat yang dapat 

melnimbu llkan pelrulbahan pelrasaan, sulasana pelngamatan/pelnglihatan karelna zat telrselbult 

melmpelngarulhi su lsulnan syaraf pulsat. Selcara u lmulm, yang dimaksuld delngan narkotika adalah 

seljelnis zat yang dapat melnimbu llkan pelngarulh-pelngarulh telrtelntul bagi orang-orang yang 

melnggulnakannya, yaitu l delngan cara melmasulkkan kel dalam tu lbulh. Istilah narkotika yang 

dipelrgulnakan di sini bulkanlah narcotics pada farmacologiel (farmasi), mellainkan sama artinya 

delngan drulg, yaitul seljelnis zat yang apabila dipelrgulnakan akan me lmbawa elfelk dan pelngarulh-

pelngarulh telrtelntul pada tu lbulh si pelmakai 

 

 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Tindak Pidana Pelnyalahgulnaan Narkotika diatulr dalam Bab XV Pasal 111 sampai 

delngan Pasal 148 Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009 yang melrulpakan keltelntulan khulsuls, 

walaulpuln tidak diselbultkan delngan telgas dalam Ulndang-Ulndang Narkotika bahwa tindak 

pidana yang diatulr di dalamnya adalah tindak keljahatan, akan teltapi tidak pelrlul ditelgaskan lagi 

bahwa selmula tindak pidana di dalam Ulndang-Ulndang telrselbult melrulpakan keljahatan, 

melngingat belsarnya akibat yang ditimbullkan dari pelmakaian narkotika selcara tidak sah/ ilelgal 

sangat melmbahayakan bagi jiwa manulsia. 

Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009 telntang Narkotika, melngatulr melngelnai 

keljahatan yang dilakulkan selcara belrullang kali ataul dalam istilah hulkulm yaitu l pelngullangan 

(relsidivis). Adapuln Pasal yang melngatulr telntang pelngullangan su latul tindak pidana ialah Pasal 

144 Ayat (1)  
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METODE KEGIATAN 

Jelnis pelnellitian yang akan digulnakan olelh pelnelliti yaitul jelnis pelnellitian hukum elmpiris. 

Pelnellitian hukum elmpiris adalah su latul meltodel pelnellitian hulkulm yang belrfulngsi u lntulk mellihat 

hulkulm dalam artian nyata dan melnelliti bagaimana belkelrjanya hulkulm di lingkulngan 

masyarakat. Maka dari itu l, data yang pelnelliti pelrolelh adalah data yang selsulai fakta yang rill di 

lapangan yang dipelrolelh dari masyarakat selkitar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis 

Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo merupakan tempat untuk memberikan 

pembinaan bagi narapidana atau tahanan yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan 

berdasarkan keputusan pengadilan. Penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhakan kepada 

narapidana tidak semata-mata untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. 

Lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai program pengembangan 

kepribadian dan pelatihan kemandirian kepada narapidana yang bertujuan untuk 

mengembalikan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya mereka dapat kembali 

diterima bersosialisasi ditengah masyarakat, serta mengurangi untuk kembalinya mereka 

kedalam lapas atau biasa disebut sebagai narpidana residivis  

 

Gambar 1 foto dokumentasi 

Pengaturan mengenai pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 

IIA Gorontalo, dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3 
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menjelaskan tentang sistem pembinaan di lapas yang menentukan bahwa sistem pembinaan 

harus dilaksanakan berdasarkan asas :  

a) Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka 

melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga 

binaan, juga memberikan bekal kepada warga binaan agar menajdi warga yang 

berguna di dalam masyarakat. 

b) Persamanan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dari pelayanan 

yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang. 

c) Pendidikan, adalah pemberian pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila, 

dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan 

kesempatan untuk menunaikan ibadah. 

d) Pembimbingan, adalah membimbing warga binaan untuk mampu mengekspresikan 

diri ke hal yang lebih positif. 

e) Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah sebagai orang yang tersesat atau 

terjerumus ke jalan yang salah sehingga menjadi warga binaan, tetap harus 

diperlakukan sebagai manusia. 

f) Kehilangan kemerdekaan, merupakan satu-satunya penderitaan baru, adalah warga 

binaan pemasyarakatan atau narapidana yang harus berada di dalam Lapas untuk 

jangka waktu tertentu, untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah di lakukan 

dan memperbaikinya. 

g) Terjamin nya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu, 

walaupun menjadi warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetap harus 

didekatkan dengan masyarakat dan tidak di asingkan dari masyarakat. 

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan 

tidak kembali mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali di 

lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Seperti yang sudah di ungkapkan oleh bapak Irham selaku informan yang diwawancarai 

oleh peneliti bahwa Lapas Kelas IIA Gorontalo itu menganut sistem program pembinaan 

kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan kepada warga 

binaan pemasyarakatan dengan cara kegiatan siraman rohani yang berhubungan langsung 
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dengan keagamaan dan spritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan 

kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang 

pernah mereka lakukan di masa lalu. Macam-macam kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas 

Kelas IIA Gorontalo ialah : 

1. Pembinaan kesadaran beragama 

Kegiatan kesadaran beragama bagi umat muslim dapat berupa, Taman Baca Al-Quran, 

belajar huruf hijaiyah, perayaan hari besar islam dengan pementasan seni rohani dan 

penceramahan dari luar yang bekerjasama dengan Kementrian Agama, Sholat berjamaah, 

dan puasa senin kamis. Pembinaan kesadaran beragama dapat menjadi salah satu 

pendekatan yang efektif dalam pembinaan residivis narkotika. Agama memiliki peran 

penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika seseorang. Dengan memperkuat 

kesadaran beragama, dapat membantu residivis narkotika untuk memahami pentingnya 

hidup yang bermakna, serta memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo itu dengan 

dilaksanakan  belajar huruf hijaiyah dan juga belajar untuk membaca Al-Qur’an dari hari 

senin sampai dengan hari kamis.  Kemudian diselingi dengan kajian-kajian ceramah yang 

dilaksanakan pada hari senin dan hari kamis pada sore hari.  

Dalam kesimpulan, pembinaan kesadaran beragama dapat menjadi salah satu pendekatan 

yang efektif dalam pembinaan residivis narkotika. Dengan memperkuat hubungan mereka 

dengan agama dan memberikan dukungan psikologis, spiritual, serta melibatkan mereka 

dalam kegiatan sosial yang positif, kita dapat membantu residivis narkotika untuk 

membangun kembali hidup yang lebih baik dan menghindari keterlibatan kembali dalam 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki peran penting dalam pembinaan terhadap 

residivis narkotika. Hal ini berkaitan dengan pentingnya memahami nilai-nilai, kewajiban, 

dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat yang beradab.  

Salah satu aspek penting dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah 

edukasi mengenai konstitusi, hukum, dan sistem pemerintahan negara. Residivis narkotika 

perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pengaruh yang 

mereka miliki dalam membangun dan menjaga keamanan serta keberlanjutan negara. 

Edukasi ini dapat dilakukan melalui program-program pembinaan yang melibatkan 

penyuluhan hukum, diskusi kelompok, atau kegiatan belajar yang mendalam. Adapun 
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langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo itu dengan mengadakan kegiatan 

seperti Upacara dan Latihan Baris Berbaris WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).  

3. Pembinaan kesadaran hukum 

Pembinaan kesadaran hukum sangat penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi 

residivis narkotika ke dalam masyarakat. Kesadaran hukum membantu mereka memahami 

pentingnya mematuhi hukum, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi 

dari melanggar hukum.  

Salah satu langkah yang efektif dalam pembinaan kesadaran hukum adalah pendidikan 

hukum. Residivis narkotika perlu memahami dasar-dasar hukum, termasuk peraturan yang 

terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan pidana narkotika. Dalam melakukan 

pembinaan ini, sangat penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan 

menjelaskan implikasi dari melanggar hukum dengan jelas. Selain itu, penting untuk 

memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai tersangka atau terdakwa dalam 

sistem peradilan pidana. Hal ini membantu mereka mengerti proses hukum yang akan 

mereka hadapi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan pemahaman 

yang baik tentang hak-hak mereka, residivis narkotika dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam proses hukum dan melindungi diri mereka sendiri. Adapun langkah yang dilakukan 

oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo dengan melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum 

dan temu wicara.  

4. Pembinaan kemampuan fisik 

Memberikan kegiatan yang bisa membuat badan warga binaan menjadi lebih bugar  seperti, 

senam di pagi hari dan juga melakukan olahraga. Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar 

warga binaan pemasyarakatan bisa lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha esa, sehingga bisa 

taubat dan tidak mengulangi kesalahan yang membuat mereka terjerumus ke dalam dunia 

kriminal. Selain dari pembinaan kepribadian, Lapas Kelas IIA Gorontalo juga memberikan 

pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan. 

 Pembinaan kemandirian dan keterampilan ini untuk membawa mereka kembali ke 

masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Kegiatan pembinaan 

kemandirian dan keterampilan ini perlu mempertimbangkan aspek kehidupan narapidana agar 

mereka memiliki bekal kepada seluruh warga binaan sehingga mempunyai pandangan bisnis 

dan melatih warga binaan dalam berwirausaha. Tidak banyak dari mereka setelah keluar dari 

Lapas diterima dan di percayai kembali oleh masyarakat, dengan adanya pembinaan 

kemandirian ini dapat membuat mereka membuka usaha sendiri, dengan skill yang sudah 

mereka latih selama menjadi warga binaan pemasyarakatan. 
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Pembinaan kemandirian ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk membuat mereka 

berperilaku baik saja, tetapi juga untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka dalam 

mengerjakan sesuatu yang mereka sukai. Menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka 

mempunyai kepandaian yang bisa membuat mereka bekerja lebih positif lagi. 

Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Gorontalo merupakan asimilasi kerja yang 

diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana ½ dari masa pidananya untuk 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara 

untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu 

membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, tetapi setidaknya seiring dengan 

berjalannya masa tahanan, narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali 

berbaur dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efesiensi dan 

efektivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan dan membantu 

meningkatkan mutu serta kualitas warga binaan dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan 

minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki dalam dirinya. 

Dalam rangka memaksimalkan program kemandirian, saat ini Lapas Kelas IIA 

Gorontalo tengah berbenah secara total melakukan optimalisasi Sarana Asimilasi & Edukasi 

(SAE) yang saat ini telah tersedia, seperti pembersihan areal kebun, kolam ikan, kandang ayam, 

serta penataan sarana menjahit dan fasilitas sablon digital. Seluruhnya adalah media yang bisa 

dimanfaatkan oleh WBP. Adapun program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA 

Gorontalo yang diberikan dalam bentuk pelatihan seperti :  

 Membuat meubel 

Pembinaan kemandirian dalam pembuatan meubel dapat menjadi pendekatan yang efektif 

dalam pembinaan terhadap residivis narkotika. Melalui pembuatan meubel, mereka dapat 

mengembangkan keterampilan tangan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi. pembinaan 

kemandirian dalam pembuatan meubel memberikan kesempatan bagi residivis narkotika 

untuk mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan keahlian tangan. Proses 

pembuatan meubel melibatkan pemahaman tentang desain, pengukuran, pemotongan, 

perakitan, dan finishing. Selama pembinaan, mereka dapat belajar tentang teknik-teknik 

ini secara bertahap dan mendapatkan pelatihan praktis dari ahli dalam bidang tersebut. 

pembuatan meubel juga memberikan peluang kemandirian ekonomi bagi residivis 

narkotika. Setelah mempelajari keterampilan dalam pembuatan meubel, mereka dapat 

memanfaatkannya untuk mencari penghasilan setelah bebas dari masa tahanan. Mereka 

dapat menjual meubel yang mereka buat atau bahkan memulai usaha kecil di bidang 
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pembuatan meubel. Ini memberikan alternatif yang positif dan legal untuk mencari nafkah, 

serta meningkatkan kemandirian mereka secara finansial. 

 Pelatihan pengelasan 

Pembinaan pelatihan pengelasan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan 

terhadap residivis narkotika. Melalui pelatihan pengelasan, mereka dapat mengembangkan 

keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri, serta membuka 

peluang kerja yang lebih luas. Pelatihan pengelasan dapat membantu residivis narkotika 

untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki keterampilan 

pengelasan, mereka dapat memilih jalur karir yang stabil dan berkelanjutan. Pelatihan ini 

memberikan mereka kesempatan untuk bekerja secara mandiri sebagai pengelas lepas atau 

bahkan memulai usaha kecil di bidang pengelasan. Hal ini dapat membangun kemandirian 

ekonomi dan memberikan alternatif yang positif untuk mencari nafkah. 

 Pelatihan tenaga kelistrikan 

Pembinaan kemandirian melalui pelatihan tenaga kelistrikan dapat menjadi pendekatan 

yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkotika. Melalui pelatihan ini, mereka 

dapat mengembangkan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di industri kelistrikan, 

memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, dan merencanakan masa depan yang lebih 

stabil. Pelatihan tenaga kelistrikan juga dapat membantu mengalihkan fokus residivis 

narkotika dari perilaku negatif ke kegiatan yang lebih konstruktif. Dengan kesempatan 

untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknis, mereka dapat merasakan 

kepuasan dari hasil karya mereka dan merasakan tanggung jawab dalam menjaga 

keamanan dan keandalan sistem kelistrikan. Pelatihan tenaga kelistrikan juga dapat 

membantu membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk berubah. 

 Pelatihan dan praktek berkebun dan berternak 

Pembinaan kemandirian melalui pelatihan dan praktek berkebun dan berternak dapat 

menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkotika. Melalui 

kegiatan ini, mereka dapat mengembangkan keterampilan pertanian dan peternakan, 

memperoleh pengetahuan tentang sumber daya alam, serta memiliki peluang untuk 

menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui kegiatan berkebun 

dan berternak, residivis narkotika dapat merasakan kepuasan dalam menciptakan sesuatu 

yang bernilai dan bermanfaat. Proses bercocok tanam atau memelihara hewan 

membutuhkan perhatian, kerja keras, dan tanggung jawab. Ketika mereka berhasil 
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menghasilkan panen yang baik atau merawat hewan dengan baik, hal ini dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk berubah. 

Dengan melakukan kegiatan kemandirian ini mereka bisa membawa hal positif 

terhadap diri mereka setelah selesai masa pidananya. Membuat mereka semangat dalam 

mengikuti kegiatan kemandirian yang diberikan oleh petugas Lapas.  

Kemudian juga, pembinaan yang di berikan tidak hanya pembinaan kepribadian dan 

kemandirian saja, terlebih khususnya untuk narapidana narkotika mendapatkan program 

rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas Kelas IIA Gorontalo.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Subseksi Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Gorontalo, Rusli Usman, beliau mengatakan 

bahwa program rehabilitasi ini merupakan program kegiatan rehabilitasi sosial yang memang 

sudah keputusan dari Ditjenpas. Hadirnya program layanan rehabilitasi ini merupakan amanat 

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi 

Narkotika Bagi Warga Binaan dan Tahanan di UPT Pemasyarakatan mengamanatkan agar 

pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika mendaptkan layanan 

rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan. Bapak Rusli pun menambahkan : 

“Dengan dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada 

masyarakat dan Warga Binaan dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi ini. 

Semoga dengan program Rehabilitasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup Warga 

Binaan sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.” 

Metode terapi yang digunakan di dalam Lapas Kelas IIA Gorontalo adalah Therapeutic 

Community (TC) atau terapi komunitas dalam bentuk kelompok. Pendekatan rehabilitasi ini 

berfokus pada pengembangan komunitas yang mendukung proses pemulihan narapidana. 

Pendekatan ini melibatkan interaksi sosial yang positif, partisipasi aktif dalam kegiatan 

kelompok, dan pembentukan norma dan nilai-nilai yang mendukung perubahan positif. Dalam 

pembinaan residivis narkotika, TherapeuticCommunity dapat membantu narapidana untuk 

membangun kembali kehidupan yang bebas dari narkotika. Dalam hal ini narapidana saling 

memberikan dukungan, membagikan pengalaman, dan memberikan dorongan dalam upaya 

untuk mencapai tujuan pemulihan mereka. Pendekatan ini memperkuat rasa saling 

ketergantungan dan meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah.  

Tetapi pada kenyataannya di lapangan, Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan 

yang diberikan kepada narapidana residivis narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo belumlah 

efektif. Hal ini bisa dilihat dari data 5 tahun terakhir para pelaku residivis narkotika di lapas 
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kelas IIA Gorontalo yang setiap tahun itu ada yang mengalami peningkatan, pada tahun 2020 

kasus residivis narkotika itu sebanyak 24 orang, pada tahun 2021 naik menjadi 25 orang, pada 

tahun 2022 menurun menjadi 12 orang, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 18 orang dan pada 

tahun 2024 baru 1 orang yang residivis.1 Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal terutama dalam 

hal penggabungan ruang yang ditempati dan penggabungan pembinaan bagi narapidana yang 

berstatus residivis dan narapidana yang bukan berstatus residivis, tentunya penggabungan ini 

bukanlah hal yang tepat sebab sama halnya pihak Lapas memberikan peluang bagi narapidana 

lainnya akan mengikuti perilaku jahat yang biasa dilakukan oleh narapidana residivis. 

Berarti dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana residivis narkotika di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo sama dengan pembinaan narapidana yang bukan residivis, 

tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana tersebut, karena setiap 

klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus narapidana yang 

berstatus residivis.  Mereka sudah tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama 

sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka 

malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka. Dengan disatukannya 

pembinaan kedua klasifikasi narapidana ini, efek yang akan timbul bukannya mengurangi 

tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini 

akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana residivis narkotika untuk berbuat yang 

sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya.  

Dengan tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA 

Gorontalo membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau 

membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena ketika para 

narapidana di dalam lapas telah diberikan program pembinaan kepribadian seperti pembinaan 

kesadaran beragama dan juga pembinaan kemandirian seperti pelatihan pengelasan, hal 

tersebut tidak dibawa ketika pelaku ini sudah keluar dari masa tahanannya, sehingga dia 

melakukan kembali tindak pidana yang sama. Berarti program pembinaan yang ada di dalam 

Lapas harus dibenahi seperti pada pembinaan kesadaran beragama yang hanya dilaksanakan 

pada hari senin sampai dengan hari kamis, di ubah menjadi 1 minggu pelaksanaannya agar para 

narapidana dapat membangun kembali hidup yang lebih baik dan menghindari keterlibatan 

kembali dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, khusus untuk narapidana residivis 

narkotika harus ada perbedaan pembinaan dengan narapidana yang bukan residivis karena 

setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya. 

                                                 
1Data 5 tahun terakhir para pelaku residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo  
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Untuk itu, Lapas Kelas IIA Gorontalo harus melakukan upaya model pembaharuan 

pembinaan seperti yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Magelang. Lapas tersebut memiliki 

peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis di wilayah hukumnya. Adapun model 

pembinaannya itu seperti : 

a) optimalisasi pembinaan narapidana melalui pemisahan narapidana kasus baru 

dengan narapidana residivis 

Pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis dapat menjadi 

strategi yang dapat membantu dalam optimalisasi pembinaan narapidana di dalam 

lapas. Narapidana kasus baru dan narapidana residivis mungkin memiliki kebutuhan 

yang berbeda dalam proses pembinaan mereka. Narapidana kasus baru mungkin 

membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih umum, seperti program 

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk reintegrasi ke masyarakat. 

Sementara itu, narapidana residivis mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih 

intensif, dengan fokus pada pemahaman dan pengelolaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kekambuhan mereka, seperti ketergantungan narkotika atau 

masalah kesehatan mental. 

Dengan memisahkan narapidana kasus baru dan narapidana residivis, lapas dapat 

mengelompokkan mereka dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Dalam kelompok narapidana kasus baru, dapat diterapkan program-

program rehabilitasi yang lebih umum dengan fokus pada pemulihan dan persiapan 

untuk reintegrasi ke masyarakat. Di sisi lain, kelompok narapidana residivis dapat 

diberikan program-program rehabilitasi yang lebih spesifik, seperti terapi kelompok 

yang berfokus pada pengelolaan risiko kambuh dan pemahaman dampak negatif 

narkotika. 

b) penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi 

psikologis dan latar belakang narapidana 

Dalam pembinaan terhadap pelaku residivis narkotika, dapat digunakan dua 

pendekatan yang berbeda yaitu top down approach (pendekatan dari atas ke bawah) 

dan bottom up approach (pendekatan dari bawah ke atas). 

Dalam pendekatan top down approach, program rehabilitasi dan kegiatan 

pembinaan ditentukan dan diatur oleh staf lapas. Narapidana residivis akan 

mengikuti program-program yang telah ditetapkan, seperti terapi kelompok, 

pelatihan keterampilan, atau program pendidikan. Jadi nantinya, staf lapas akan 

melakukan pengawasan dan penilaian terhadap perkembangan narapidana residivis. 
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Mereka akan memantau kepatuhan terhadap aturan lapas, mengidentifikasi risiko 

kambuh, dan menilai kemajuan dalam proses rehabilitasi. Contohnya seperti staf 

lapas merancang program rehabilitasi yang terstruktur, seperti terapi kelompok, 

pelatihan keterampilan, dan program pendidikan. Narapidana residivis mengikuti 

program-program ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh staf lapas. 

Adapun untuk pendekatan bottom up approach, narapidana residivis diberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

rehabilitasi. Misalnya, mereka dapat memberikan masukan dalam merancang 

program-program yang ingin mereka ikuti, atau terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan terkait kegiatan dalam lapas. Kemudian juga, narapidana residivis 

terlibat dalam kegiatan kelompok yang didasarkan pada prinsip-prinsip komunitas 

terapeutik. Mereka saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama lain dalam 

menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Kelompok ini dapat 

melibatkan berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok, kegiatan seni, atau 

kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan membangun 

keterampilan interpersonal. 

Dalam optimalisasi pembinaan terhadap pelaku residivis narkotika, dapat dilakukan 

kombinasi dari kedua pendekatan ini untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Pendekatan 

top down dapat memberikan struktur dan pengawasan yang diperlukan, sementara pendekatan 

bottom up dapat memberikan ruang bagi partisipasi dan pemberdayaan narapidana. Dengan 

melakukan model upaya pembinaan seperti ini, terbukti menurunnya persentase residivis 

narkotika di lapas kelas IIA Magelang menjadi barometer bahwa pembinaan yang dilakukan 

efektif dalam memberikan kesadaran dan juga efek jera bagi warga binaan sehingga tidak 

mengulangi tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang.  

Adapun untuk Lapas Kelas IIA Gorontalo, dengan tidak ditemukannya metode 

pembinaan yang berbeda antara narapidana residivis narkotika dan juga narapidana yang bukan 

residivis, apa implikasinya? Implikasinya adalah residivis narkotika memiliki pengalaman dan 

risiko yang berbeda dibandingkan dengan pelaku narkotika yang bukan residivis. Jika tidak ada 

perbedaan pembinaan, maka faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekambuhan residivis 

mungkin tidak diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini, upaya pencegahan dan pengelolaan 

risiko kambuh dapat terabaikan, sehingga peluang untuk menurunkan angka residivisme 

menjadi lebih rendah. 
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Jika tidak ada perbedaan dalam pembinaan, maka tidak ada perhatian yang cukup 

terhadap kebutuhan narapida residivis narkotika dan risiko kambuh yang akan dialami 

nantinya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program rehabilitasi dan meningkatkan potensi 

kekambuhan di masa depan. 

Bila adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang 

tidak residivis akan lebih baik lagi, dikarenakan adanya pembinaan yang membuat mereka 

untuk takut mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebaiknya 

pembinaan untuk narapidana residivis narkotika juga lebih di tekankan terhadap pembinaan 

kepribadian. 

 Pembinaan kepribadian yang lebih di tekankan kepada narapidana reisidivis narkotika, 

yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 

pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan 

mengintegrasikan diri kepada masyarakat. Membuat mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan 

Yang Maha Esa dan dapat berfikir jernih sebelum mereka melakukan kembali kesalahan yang 

mereka perbuat. 

Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak 

Pidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Gorontalo 

Berdasarkan wawancara di atas, maka hambatan atau kendala yang dihadapi oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu : 

1) Kurangnya petugas 

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pembinaan, karena 

banyaknya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi 

warga binaan dalam melakukan kegiatan. Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat 

melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang 

sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap 

narapidana. Kurangnya petugas juga berarti kurangnya sumber daya manusia yang dapat 

mengelola program pembinaan. Program rehabilitasi dan kegiatan pembinaan 

membutuhkan waktu, energi, dan upaya yang signifikan dari petugas. Dengan jumlah 

petugas yang terbatas, beban kerja dapat meningkat dan sumber daya dapat tersebar tipis, 

menghambat kemampuan untuk memberikan perhatian yang memadai kepada narapidana 

residivis narkotika. Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan 

perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan 

pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu 
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petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan di lapangan. Kurangnya petugas juga dapat menyebabkan keterlambatan atau 

keterbatasan dalam implementasi program pembinaan. Program rehabilitasi yang terstruktur 

dan terencana membutuhkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian yang teratur. 

Kurangnya petugas dapat menghambat kemampuan untuk melaksanakan program secara 

penuh dan efektif, serta menyebabkan keterlambatan dalam menghadapi perubahan atau 

tantangan yang muncul. 

2) Program pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus 

Pembinaan yang di berikan semuanya sama, tidak ada perbedaan antara narapidana 

residivis narkotika dengan narapidana yang bukan residivis. Dimana seharusnya adanya 

perbedaan pembinaan yang membuat mereka tidak berbaur, dan tidak menimbulkan 

masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat petugas dalam 

melaksanakan pembinaan. Adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis 

narkotika dan narapidana yang bukan residivis memiliki implikasi penting dalam usaha 

penurunan tingkat residivisme dan pemulihan narapidana secara efektif. 

3) Over kapasitas 

Over kapasitas di dalam lapas juga bisa menjadi masalah dan tantangan dalam melakukan 

upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika, seperti : 

a) Keterbatasan Akses Terhadap Program dan Layanan : Keterbatasan akses terhadap 

program rehabilitasi, layanan medis, dan dukungan psikososial bagi narapidana. Hal ini 

dapat mengurangi efektivitas upaya pembinaan karena kurangnya sumber daya yang 

tersedia untuk mendukung pemulihan mereka. Ketika lembaga pemasyarakatan 

menghadapi over kapasitas, ketersediaan program pembinaan dapat menjadi terbatas. 

Hal ini dapat mengakibatkan narapidana residivis tidak mendapatkan akses yang 

memadai ke program rehabilitasi, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, atau 

program lainnya yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang 

mendasari kekambuhan.  

b) Kondisi Fisik dan Keamanan yang Buruk : Kondisi fisik dan keamanan yang buruk di 

dalam Lapas, termasuk kepadatan yang tinggi, kurangnya ruang gerak, dan peningkatan 

risiko konflik antar narapidana. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program-

program rehabilitasi dan memperburuk kondisi narapidana secara keseluruhan. Over 

kapasitas juga dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Terbatasnya ruang, tempat tidur, makanan, air 

bersih, akses ke program rehabilitasi, dan layanan kesehatan dapat menghambat upaya 
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pembinaan yang efektif. Kurangnya fasilitas dan sumber daya ini juga dapat 

mempengaruhi kualitas hidup dan pengalaman pembinaan narapidana. 

c) Tingkat Pengawasan yang Rendah : Dengan terbatasnya jumlah staf yang tersedia, 

Lapas mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan pengawasan yang memadai 

terhadap narapidana, termasuk pelaku residivis narkotika. Tingkat pengawasan yang 

rendah dapat menghambat kemampuan staf lapas untuk memberikan intervensi yang 

terfokus dan sesuai dengan kebutuhan individu narapidana residivis. Intervensi yang 

spesifik dan intensif diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada 

kekambuhan, seperti perubahan pola pikir, keterampilan hidup, atau dukungan sosial. 

Kurangnya pengawasan dapat menghambat upaya ini. 

 

 

Gambar 2 foto dokumentasi 
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Gambar 3 foto dokumentasi 

Hambatan dan kendala diatas dapat diatasi bila adanya kerja sama yang baik antara 

narapidana dengan petugas pembinaan. Keikut sertaan, peduli terhadap kegiatan yang sudah di 

sediakan juga mengurangi hambatan dan kendala  dalam melakukan kegiatan.  

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala di atas 

seperti : 

1) Peningkatan Infrastruktur : Langkah pertama adalah melakukan perbaikan dan 

peningkatan infrastruktur Lapas, termasuk penambahan ruang tahanan dan fasilitas lainnya 

yang diperlukan. Hal ini akan membantu mengurangi kepadatan dan meningkatkan kondisi 

di dalam Lapas. 

2) Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya : Perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya 

manusia, anggaran, dan fasilitas di Lapas untuk mendukung program-program rehabilitasi 

dan pembinaan yang lebih efektif. Ini termasuk penambahan staf, pelatihan yang lebih 

baik, dan pengadaan peralatan dan sarana pendukung lainnya. 

3) Pengembangan Program Rehabilitasi yang Lebih Efektif : Lapas perlu mengembangkan 

dan mengimplementasikan program rehabilitasi yang lebih efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan pelaku residivis narkotika. Ini dapat mencakup program konseling, terapi, 
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pelatihan keterampilan, dan program pendidikan yang dirancang khusus untuk mengatasi 

masalah narkotika. 

Dengan mengimplementasikan upaya diatas, maka hambatan dan kendala yang 

dihadapi mungkin akan berkurang. Hal ini juga akan membantu mengurangi tingkat 

residivisme, meningkatkan peluang sukses reintegrasi, dan mendukung pembangunan 

masyarakat yang lebih aman dan beradab. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Pembinaan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Gorontalo berupa 

pembinaan kepribadian yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap, nilai, 

dan perilaku yang positif, serta mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan 

mereka. Adapun pembinaan kepribadian yang di laksanakan di Lapas Kelas IIA Gorontalo 

seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 

pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan fisik. Namun pada 

kenyataannya pembinaan ini hanya menjadi formalitas belaka bagi para narapidana, karena 

banyak para narapidana yang ketika sudah bebas mereka tidak mengamalkan nilai-nilai 

yang ia dapatkan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menjadikan 

mantan narapidana tersebut kembali terjerat ke dalam lingkaran narkotika. Sementara 

pembinaan kemandirian yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan para warga 

binaan untuk mempunyai keahlian berdasarkan kemampuannya. Sehingga apabila warga 

binaan tersebut kembali ke masyarakat, diharapkan mereka sudah siap secara mental dan 

kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat lain, tetapi di dalam peraktiknya banyak 

narapidana yang setelah keluar dari masa tahanannya  tidak membawa skill atau keahlian 

yang sudah didapatkan di dalam lapas, malahan mereka kembali terjerumus kedalam 

kejahatan yang sama yaitu menggunakan narkotika yang menyebabkan mereka masuk 

kembali ke dalam lapas dan menjadi pelaku residivis. 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana 

narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo ialah tidak adanya perbedaan pembinaan antara 

narapidana residivis narkotika dan juga narapidana yang bukan residivis. Dimana 

seharusnya adanya perbedaan pembinaan yang membuat mereka tidak berbaur, dan tidak 

menimbulkan masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat 
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petugas dalam melaksanakan pembinaan. Adanya perbedaan pembinaan antara narapidana 

residivis narkotika dan narapidana yang bukan residivis memiliki implikasi penting dalam 

usaha penurunan tingkat residivisme dan pemulihan narapidana secara efektif. Over 

kapasitas juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan karena 

banyaknya narapidana di dalam lapas membuat tingkat pengawasan yang rendah dan 

kurangnya petugas juga menjadi hambatan atau kendala dalam memberikan upaya 

pembinaan terhadap pelaku residivis. 

Saran 

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Gorontalo, berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu : 

1. Pelaksanaan pembinaan yang di berikan kepada narapidana seharusnya dibedakan antara 

narapidana residivis narkotika dengan narapidana yang tidak residivis, karena 

memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga 

menambah angka residivis. 

2. Dapat di tingkatkan lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menjadi bekal 

untuk mereka setelah selesai menjalani masa hukuman pidananya. 

3. Dalam program rehabilitasi lebih di banyakkan lagi kuota nya agar narapidana yang lain 

segera mendapatkan giliran untuk di rehabilitasi dan hal tersebut bisa membuat mereka 

untuk dapat berfikir jernih bahwa apa yang mereka lakukan dapat merusak diri mereka 

sendiri. 

4. Hambatan yang membuat kurang efektif nya pelaksanaan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, agar segera di tangani. Karena jika hambatan dan 

kendala tersebut sudah ditangani maka para petugas yang berada di dalam lapas dapat 

menjalankan program pembinaannya dengan lancar. 
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